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ABSTRAK

Izam Fardillah. NIM:Y oY1) YY1Y. Syarat Sah Akad Nikah Perspektif
Muhammad Abu Zahrah (dibimbing oleh Hasan Bin Juhanis dan Muktasim
Billah)

Penelitian ini membahas tentang syarat sahnya akad nikah menurut
Muhammad Abu Zahrah dan bertujuan untuk mengetahui (1) syarat sahnya akad
nikah menurut Muhammad Abu Zahrah, dan (Y) perbedaan antara pendapat
Muhammad Abu Zahrah dan mayoritas ulama dalam syarat sahnya akad nikah.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah studi Pustaka (Library
Research) dalam dua tahap, tahap pertama; mengumpulkan buku-buku yang
ditulis oleh para ulama klasik dan kontemporer yang terkait dengan judul
penelitian, dan tahap kedua; data-data yang diperoleh dimasukkan dalam
penyusunan skripsi setelah melalui penelitian secara seksama. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa () Syarat sahnya akad nikah menurut Abu
Zahrah adalah: ). Kehadiran dua saksi, Y. Lokalitas wanita, yaitu dia tidak dalam
larangan untuk dinikahi oleh seorang pria baik larangan itu secara permanen
maupun sementara. (¥) Perbedaan utama antara Abu Zahrah dan mayoritas ulama
adalah dalam masalah wali dalam akad nikah. Mayoritas Fugaha berpendapat
bahwa wali adalah syarat sahnya akad nikah, tanpa wali akad nikah tidak sah.
Sedangkan Abu Zahrah berpendapat bahwa wali tidak diwajibkan dalam akad
nikah bagi wanita dewasa yang berakal sehat, namun disunnahkan untuk ada, dan
ini juga pendapat Mazhab Hanafi. Asal mula perbedaan tersebut, seperti yang
sering terjadi dalam banyak masalah fikih adalah perbedaan dalam menilai dalil
dari segi keshahihan atau lemahnya. Namun yang pendapat yang lebih kuat dan
lebih hati-hati adalah pendapat Jumhur Ulama, yaitu wajibnya wali dalam sebuah
akad nikah, karena keshahihan dalil yang mereka bawakan terkait pembahasan ini.
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